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penanganan kemiskinan 
ekstrem dengan penggunaan 
Dana Desa paling tinggi 15% 
(lima belas persen) untuk 
Bantuan Langsung Tunai Desa  
dengan target keluarga 
penerima manfaat dapat 
menggunakan data pemerintah 
sebagai acuan

penguatan Desa yang adaptif 
terhadap perubahan  iklim

02

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

peningkatan promosi dan 
penyediaan  layanan dasar 
kesehatan  skala Desa termasuk 
stunting

pengembangan potensi dan 
keunggulan Desa

pemanfaatan teknologi dan 
informasi untuk percepatan 
implementasi Desa digital

pembangunan berbasis padat 
karya tunai  dan penggunaan 
bahan baku lokal

program sektor prioritas 
lainnya di Desa

dukungan program ketahanan 
pangan

Dana Desa dapat digunakan 
untuk dana operasional 
pemerintah Desa  paling 
banyak 3% (tiga persen) dari 
pagu Dana Desa setiap Desa

ÅFokus penggunaan Dana 
Desa wajib dialokasikan 
Pemerintah Desa dalam 
APB Desa tahun 2025.
ÅFokus penggunaan Dana 

Desa bertujuan untuk 
percepatan pengentasan 
kemiskinan di Desa. 
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Fokus 
penggunaan 

Dana Desa 
dilaksanakan 

secara swakelola.

Fokus  penggunaan  Dana  Desa  dilaksanakan  
sesuai  dengan  kewenangan  Desa .

Fokus  penggunaan  Dana  Desa  dibahas  dan  
disepakati  dalam  Musyawarah  Desa  penyusunan  
RKP Desa .

Hasil  Musyawarah  Desa  dituangkan  dalam  berita  
acara . 

Penetapan  fokus  penggunaan  Dana  Desa  yang  
telah  dituangkan  dalam  berita  acara,  
dilaksanakan  mengikuti  tahapan  perencanaan  
pembangunan  Desa  sesuai  dengan  ketentuan  
peraturan  perundang - undangan  yang  mengatur  
mengenai  pedoman  umum  pembangunan  dan  
pemberdayaan  masyarakat  Desa .

Partisipasi  masyarakat  Desa  dilakukan  dengan  cara :
Återlibat  aktif  dalam  setiap  tahapan  penyusunan  fokus  Penggunaan  

Dana  Desa ;
Åmenyampaikan  usulan  program  dan/atau  kegiatan ;
Åmemastikan  fokus  penggunaan  Dana  Desa  ditetapkan  dalam  

dokumen  RKP Desa  dan  APB Desa ; dan/atau
Återlibat  aktif  melakukan  sosialisasi  fokus  penggunaan  Dana  Desa .

Pemerintah  Desa  wajib  melibatkan  masyarakat  dalam  penetapan  fokus  
penggunaan  Dana  Desa .

Fokus  penggunaan  Dana  Desa  menjadi  bagian  dari  RKP Desa .

RKP Desa  yang  memuat  fokus  penggunaan  Dana  Desa  menjadi  
pedoman  dalam  penyusunan  APB Desa .

Swakelola 
diutamakan 

menggunakan pola 
Padat Karya Tunai 

Desa.

Swakelola dapat 
dilakukan dengan cara 

kerja sama sesuai 
dengan ketentuan 

peraturan perundang -
undangan.

Masyarakat  Desa  berpartisipasi  dalam  penetapan  fokus  
penggunaan  Dana  Desa .
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Publikasi  dilakukan  melalui  sistem  informasi  Desa , dan/atau  
media  publikasi  lainnya  yang  berada  di  ruang  publik  serta  
mudah  diakses  oleh  masyarakat  Desa , seperti  :

Publikasi APB Desa paling 
sedikit memuat :
Ånama kegiatan;
Ålokasi kegiatan;
Åbesaran anggaran. 

Publikasi terdiri atas:
Åhasil Musyawarah Desa; 
Ådata Desa, peta potensi 

dan sumber daya 
pembangunan, 
dokumen RPJM Desa, 
dokumen RKP Desa, 
fokus Penggunaan 
Dana Desa, serta 
dokumen APB Desa.

baliho

Publikasi  penetapan  Fokus Penggunaan  Dana  
Desa  dilakukan  secara  swakelola  dan  
partisipatif  dengan  melibatkan  peran  serta  
masyarakat  Desa .

media lainnya 
sesuai dengan 
kondisi di Desa.

papan 
informasi 

Desa

media 
elektronik

media 
cetak

media 
sosial

website 
Desa

selebaran
pengeras 
suara di 
ruang 
publik

Pemerintah  Desa  wajib  mempublikasikan  
Fokus  Penggunaan  Dana  Desa  terhitung  sejak  
APB Desa  ditetapkan . 

ѓ

Pemerintah  Desa  yang  tidak  mempublikasikan  prioritas  
penggunaan  Dana  Desa  dikenai  sanksi  administratif  berupa : 
teguran  lisan  dan/atau  teguran  tertulis . 

Sanksi  administratif  diberikan  oleh  bupati/wali  kota  berdasarkan  
laporan  hasil  pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  
laporan  pengaduan  masyarakat  Desa . 
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Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota 
melakukan pembinaan melalui sosialisasi, 

pemantauan, dan evaluasi fokus 
penggunaan Dana Desa sesuai dengan 

kewenangannya.

Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat 
Daerah dan/atau Tenaga Pendamping 
Profesional sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang - undangan.

Pembinaan dapat dilakukan menggunakan 
sistem informasi Desa.

Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  
penetapan  fokus  penggunaan  Dana  Desa  
kepada  Menteri .

Laporan  dilengkapi  dengan  dokumen  
Peraturan  Desa  tentang  RKP Desa  dan  
Peraturan  Desa  tentang  APB Desa .

Laporan  disampaikan  dalam  bentuk  
dokumen  digital  menggunakan  sistem  
informasi  Desa  yang  disediakan  oleh  
Kementerian .

Laporan  dilakukan  paling  lambat  1 (satu)  
bulan  terhitung  sejak  RKP Desa  ditetapkan .

Penyampaian  laporan  dapat  dibantu  oleh  
Tenaga  Pendamping  Profesional .

Dalam  hal  laporan  tidak  dapat  disampaikan  
dalam  bentuk  dokumen  digital,  Kepala  Desa  
dapat  menyampaikan  kepada  Menteri  dalam  
bentuk  dokumen  fisik . 
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diprioritaskan dengan memperhatikan:

ÅBantuan  Langsung  Tunai  Desa  diberikan  
dengan  besaran  Rp300 .000  setiap  bulan,  
selama  12 bulan  per  KPM.

ÅPemberian  BLT Desa  dilaksanakan  mulai  
bulan  Januari  atau  dibayarkan  paling  
banyak  untuk  3 bulan  secara  sekaligus .

1.calon  KPM BLT Desa  diprioritaskan  untuk  keluarga  miskin  yang  berdomisili  di  Desa  
bersangkutan  berdasarkan  data  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah ; dan

2.data  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  menggunakan  keluarga  desil  1 data  
pensasaran  percepatan  penghapusan  kemiskinan  ekstrem . 

Dalam  hal  Desa  tidak  terdapat  data  keluarga  miskin  yang  terdaftar  dalam  keluarga  
desil  1, Desa  dapat  menetapkan  calon  KPM BLT Desa  dari  keluarga  yang  terdaftar  dalam  
keluarga  desil  2 s.d . desil  4  data  pensasaran  percepatan  penghapusan  kemiskinan  
ekstrem .

Dalam  hal  Desa  tidak  memiliki  data  keluarga  miskin,  Kepala  Desa  dapat  menetapkan  
calon  KPM BLT Desa  berdasarkan  kriteria :
Åkehilangan  mata  pencaharian ;
Åmempunyai  anggota  keluarga  yang  rentan  sakit  menahun,  sakit  kronis,  dan/atau  

penyandang  disabilitas ;
Åtidak  menerima  bantuan  sosial  program  keluarga  harapan ;
Årumah  tangga  dengan  anggota  rumah  tangga  tunggal  lanjut  usia ; dan/atau
Åperempuan  kepala  keluarga  dari  keluarga  miskin .

Keluarga  penerima  manfaat  bantuan  sosial  program  keluarga  harapan  yang  
terdaftar  dalam  keluarga  desil  1 s.d . desil  4  data  pensasaran  percepatan  
penghapusan  kemiskinan  ekstrem  dapat  diusulkan  untuk  menjadi  KPM BLT Desa .

Daftar KPM dibahas dan disepakati dalam 
Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan 

kepala Desa  disertai dengan berita acara 
kesepakatan Musyawarah Desa.

Dalam  hal  data  pensasaran  percepatan  penghapusan  kemiskinan  ekstrem  tidak  tersedia,  
Pemerintah  Desa  dapat  menggunakan  data  kemiskinan  ekstrem  lainnya  yang  bersumber  
dari  kementerian/lembaga  atau  Pemerintah  Daerah .





a.

b.

c.

Fokus penggunaan  Dana  Desa  untuk  penguatan  Desa  
yang  adaptif  terhadap  perubahan  iklim  dilaksanakan  
berdasarkan  komponen  pelaksanaan :

adaptasi dampak perubahan 
iklim

mitigasi perubahan 
iklim

pengembangan Desa ramah 
lingkungan

pengendalian  kekeringan,  banjir,  dan  longsor .
Åpembuatan  penampung/pemanen/peresapan  air  hujan  untuk  meningkatkan  cadangan  air  

permukaan/tanah ; 
Åpembuatan  infrastruktur  bangunan  untuk  melindungi  dan  konservasi  mata  air/sumber  air  bersih  skala  

Desa ; 
Åpembuatan/perbaikan  saluran  air  di  area  rentan  banjir ; 
Åpenanaman  pohon  di  lahan  tandus  yang  merupakan  wilayah  Desa  dan/atau  di  lereng  dengan  struktur  

beton  penahan  longsor  (plengsengan ) ;
Åpembuatan  hutan  bambu ;
Åpemeliharaan  daerah  sekitar  mata  air  dan  danau  skala  Desa ; 
Åpembuatan  terasering ; 
Åpembangunan  talud ; 
Åpelatihan  tentang  pengendalian  kekeringan,  banjir,  dan  longsor ; 
Åpembangunan/pemeliharaan  sistem  pengelolaan  air  berkelanjutan  (sumur  resapan  dan  tadah  hujan)  

skala  Desa .

ADAPTASI DAMPAK PERUBAHANIKLIM
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a.
meliputi

:

penanganan  atau  antisipasi  kenaikan  muka  laut,  rob,  intrusi  air  laut,  abrasi,  ablasi,  
dan  gelombang  tinggi .
Åpembuatan/pemeliharaan  talud  skala  Desa ;
Åpembuatan/pemeliharaan  tanggul  pemecah  ombak  skala  Desa ; 
Åpengadaan  bibit  dan  penanaman  bakau ; 
Åpembersihan  daerah  sekitar  pantai  (bersih  pantai) ; 
Åperlindungan  terumbu  karang ; 
Årehabilitasi  kawasan  bakau .

pengendalian  penyakit  terkait  dampak  perubahan  iklim .
Åperbaikan  lingkungan  agar  tidak  terjadi  genangan  air  yang  dapat  memicu  terjadinya  wabah  penyakit ; 
Åpengadaan/pemeliharaan  peralatan/sarana  untuk  mencegah  terbentuknya  jentik - jentik  nyamuk  

pada  kolam  penampung  air . 

kegiatan  adaptasi  dampak  perubahan  iklim  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  
Desa  dan  diputuskan  dalam  Musyawarah  Desa .

sesuai  kebutuhan  dan  kewenangan  Desa .


